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BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH POTONG HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

a. bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama atas
kesehatan dan memiliki lingkungan yang sehat dan
nyaman;

b. bahwa kegiatan pemotongan hewan mempunyai resiko
penyebaran dan/atau penularan penyakit hewan menular
termasuk penyakit yang ditularkan melalui daging yang
mengancam kesehatan manusia, hewan dan lingkungan,;

c. bahwa dalam rangka menjamin kualitas hasil pemotongan
hewan dan pengawasan terhadap peredaran daging di pasar
tradisional, pasar modern atau tempat penjualan daging
maka perlu disediakan fasilitas dan pelayanan pemotongan
hewan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Potong
Hewan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5051) sebagaimana
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran
negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5619);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5356);

8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 13/Permentan/0OT.140/1/2010 tentang Persyaratan
Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan
Daging (Meat Cutting Plant) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);

9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang
Pemotongan Hewan Kurban (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1453);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH
POTONG HEWAN.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Peternakan.

Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan
atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan
sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

Unit Penanganan Daging atau meat cutting plant, yang selanjutnya disebut
UPD adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan
syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian
karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging sesuai
topografi karkas untuk menghasilkan daging untuk konsumsi masyarakat
umum.

Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh
Bupati untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan masyarakat
veteriner di RPH dan/atau UPD.

Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus
hidupnya berada didarat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun
yang dihabitatnya.

Ternak Betina Produktif adalah ternak betina yang organ reproduksinya masih
secara normal dan dapat beranak.

Hewan Potong adalah hewan yang dipelihara/dibudidayakan untuk
dimanfaatkan dagingnya sebagai konsumsi manusia seperti Sapi Potong,
Kerbau, Kambing dan Domba.

Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di Rumah Potong Hewan
yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan
hewan sebelum dipotong, pemotongan/ penyembelihan, pemeriksaan
kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong, dengan memperhatikan
hygiene dan sanitasi, kesejahteraan hewan, serta kehalalan bagi yang
dipersyaratkan.

Pemeriksaan ante-mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong
sebelum dipotong yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang baik
dokter hewan atau paramedic veteriner dibawah pengawasan dokter hewan.

Pemeriksaan post-mortem adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas
setelah dipotong yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang (dokter
hewan/paramedik veteriner dibawah pengawasan dokter hewan).

Pemingsanan adalah tehnik yang digunakan sebelum hewan disembelih
ternak dipingsankan terlebih dahulu dengan berbagai metode.

Penanganan Daging Hewan adalah kegiatan yang meliputi pelayuan,
pembagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan, pendinginan,
pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging.

Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak
dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging
tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (chilled) atau
karkas beku (frozen).
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Karkas adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah
disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki
mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta
lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (hot carcass), segar
dingin (chilled carcass) atau karkas beku (frozen carcass).

Jeroan adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang
disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak
dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku.

Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan
kesehatan.

Insinerator adalah teknologi pengolahan sampah/limbah yang melibatkan
pembakaran bahan organik.

Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah
sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan
hygiene sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha
produk hewan.

Organoleptik adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui rasa dan bau
yang terkadang termasuk penampakan dari suatu produk makanan,
minuman, obat dan produk lain.

Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau
mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan
penyakit tersebut.

Desinfeksi adalah penerapan bahan kimia dan/atau tindakan fisik untuk
mengurangi/menghilangkan mikroorganisme.

Daerah Kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan
fisik yang tinggi.

Daerah Bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi
dan fisik yang rendah.

Kandang Penampung adalah kandang yang digunakan untuk menampung
hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan
ante-mortem.

Kandang Isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan
potong yang ditunda pemotongannya karena menderita atau dicurigai
menderita penyakit tertentu.

Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia
atau sebaliknya.

Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan
yang dibentuk pemerintah untuk mengambil keputusan tertinggi yang bersifat
teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan
dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari
mengidentifikasikan masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan
pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional
dilapangan.

Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan
dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung
mempengaruhi kesehatan manusia.

Halal adalah suatu kondisi produk hewan atau tindakan yang telah
dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
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Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa karena perubahan
iklim global, gempa bumi, banjir, tsunami, kekeringan, dan/atau gunung
meletus yang mengakibatkan kerugian bagi peternak.

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin
dan memelihara penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner yang
terkendali.

BABII
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

PR om0 g op
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(1)

(2)

(3)

RPH;

UPD;

Pemotongan Hewan;

persyaratan higiene dan sanitasi;

sumber daya manusia;

izin mendirikan RPH dan/atau UPD;

izin usaha Pemotongan Hewan dan/atau Penanganan Daging Hewan;
pelayanan teknis;dan

Pemotongan Hewan diluar RPH.

BAB III
RPH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

RPH sebagai unit pelayanan dalam Pemotongan Hewan dapat selenggarakan
oleh Pemerintah Daerah, orang perorangan atau badan.

Berdasarkan pola pengelolaannya, RPH dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis:

a. jenis I, RPH milik Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh Pemerintah
Daerah dan sebagai jasa pelayanan umum;

b. jenis II, RPH milik swasta yang dikelola sendiri atau yang dikerjasamakan
dengan swasta lain;dan

c. jenis III, RPH milik Pemerintah Daerah yang dikelola bersama antara
Pemerintah Daerah dan swasta.

RPH dengan pola pengelolaan Jenis II dan Jenis III sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dan huruf c, selain menyelenggarakan kegiatan
pemotongan hewan milik sendiri harus memberikan jasa Pelayanan
pemotongan dan/ atau penanganan daging bagi masyarakat yang
membutuhkan.
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Bagian Kedua
Pendirian RPH

Pasal 4

Untuk mendirikan RPH wajib memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
terdiri atas:

a. identitas pemohon;
b. izin mendirikan bangunan;dan
C. izin usaha.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dikecualikan bagi RPH yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. lokasi;

b. sarana pendukung;

c. konstruksi dasar dan desain bangunan;dan

d. peralatan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis Pendirian RPH

Paragraf 1
Persyaratan Lokasi

Pasal 5

Lokasi RPH harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana
Detail Tata Ruang.

Lokasi RPH harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

a. tidak berada didaerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan
kontaminan lainnya;

b. tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
c. letaknya lebih rendah dari permukiman;

mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan
hewan, kegiatan pembersihan dan desinfeksi;

tidak berada dekat industri logam dan kimia;
tidak berada dekat fasilitas kesehatan, tempat ibadah dan sekolah;
mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH;dan
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terpisah secara fisik dari lokasi kompleks RPH babi.



Paragraf 2
Persyaratan Sarana Pendukung

Pasal 6

RPH harus dilengkapi dengan sarana pendukung paling sedikit meliputi:

a.

b.

(1)
(2)

(3)

akses jalan yang layak menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut
hewan dan kendaraan pengangkut daging;

sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah
cukup, paling sedikit 1.000 (seribu) liter/ekor/hari;

sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus;dan
fasilitas penanganan limbah padat dan cair.

Paragraf 3
Persyaratan Konstruksi Dasar dan Desain Bangunan

Pasal 7

Kompleks RPH harus dipagar dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk
masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.

Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH paling sedikit meliputi:
a. bangunan utama;

b. area penurunan hewan (unloading) dan kandang penampungan/ kandang
istirahat hewan;

kandang penampungan khusus ternak ruminansia betina produktif;,
kandang isolasi;

ruang pelayuan berpendingin (chilling room);

area pemuatan (loading) karkas/daging;

kantor/ruang administrasi;

= R S T )

ruang Dokter Hewan;
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kantin dan mushola;

j- ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi
(locker) /ruang ganti pakaian;

k. kamar mandi dan WC;

l. fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat
dimanfaatkan atau insinerator;

m. sarana penanganan limbah;dan
n. rumah jaga.

Dalam kompleks RPH yang menghasilkan produk akhir daging segar dingin
(chilled) atau beku (frozen) harus dilengkapi dengan:

a. ruang pelepasan daging (deboning room) dan pemotongan daging (cutting
room);

ruang pengemasan Daging (wrappingand packing);
fasilitas alat pelayuan berpendingin (chiller;
fasilitas alat pembeku (freezer dan blast freezer); dan
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gudang dingin (cold storage).
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RPH berorientasi ekspor dilengkapi dengan laboratorium yang memenuhi
standar.

Pasal 8

Bangunan utama RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a
harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih.

Daerah kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. area pemingsanan atau perebahan hewan, area pemotongan dan area
pengeluaran darah;

b. area penyelesaian proses penyembelihan {pemisahan kepala, semua kaki
sampai metatarsus dan metakarpus, pengulitan, pengeluaran isi dada dan
isi perut);

ruang untuk jeroan hijau;
ruang untuk jeroan merah;
ruang untuk kepala dan kaki;
ruang untuk kulit;dan
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pengeluaran (loading) jeroan.

Daerah bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi area untuk:
a. pemeriksaan post-mortem;

b. penimbangan karkas;dan

c. pengeluaran (loading) karkas atau daging.

Pasal 9

Desain dan konstruksi dasar seluruh bangunan dan peralatan RPH harus dapat
memfasilitasi penerapan cara produksi yang baik dan mencegah terjadinya
kontaminasi.

Pasal 10

Bangunan utama RPH harus memenuhi persyaratan:

a.

tata ruang didesain sedemikian rupa agar searah dengan alur proses serta
memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan
dapat berjalan baik dan higienis dan besarnya ruangan disesuaikan dengan
kapasitas pemotongan;

adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisik antara daerah bersih dan
daerah kotor;

memiliki area dan fasilitas khusus untuk melaksanakan pemeriksaan post-
mortem,

lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan, dan
mempunyai intensitas cahaya 540 (lima ratus empat puluh) luks untuk area
pemeriksaan post-mortem dan 220 (dua ratus dua puluh) luks untuk area
pengerjaan proses pemotongan;

dinding bagian dalam berwarna terang dan paling sedikit setinggi 3 (tiga) meter
terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan
terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak
mudah mengelupas;
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dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan
dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;

lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak
toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan landai kearah saluran
pembuangan;

permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau
lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jaran tarubin diatur sedekat
mungkin dan celahan tarubin harus ditutup dengan bahan kedap air;

lubang kearah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan
penyaring;

sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan
jari-jari sekitar 75 mm (tujuh puluh lima mili meter);

sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung
dengan jari-jari sekitar 25 mm (dua puluh lima mili meter);

didaerah pemotongan dan pengeluaran darah harus didesain agar darah dapat
tertampung;

langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi
dalam ruangan, harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air,
tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau
celah terbuka pada langit-langit;

ventilasi pintu dan jendela harus dilengkapi dengan kawat kasa untuk
mencegah masuknya serangga atau dengan menggunakan metode pencegahan
serangga lainnya;

konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah
tikus atau rodensia, serangga, dan burung masuk dan bersarang dalam
bangunan;

pertukaran udara dalam bangunan harus baik;

kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat
dari kayu, dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan

benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya
harus dapat menahan agar tikus atau rodensia tidak dapat masuk;dan

kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang
memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang.

Pasal 11

Area penurunan hewan (unloading) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. dilengkapi dengan fasilitas untuk menurunkan hewan (unloading) dari
atas kendaraan angkut hewan yang didesain sedemikian rupa sehingga
hewan tidak cedera akibat melompat atau tergelincir;

b. ketinggian tempat penurunan/penaikan hewan harus disesuaikan
dengan ketinggian kendaraan angkut hewan;

c. lantai sejak dari tempat penurunan hewan sampai kandang
penampungan harus tidak licin dan dapat meminimalisir terjadinya
kecelakaan;dan

d. harus memenuhi aspek kesejahteraan hewan.






